
 

 

 
 

 
WALIKOTA TANJUNGBALAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI 

NOMOR  26 TAHUN  2016 
 

TENTANG 

 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  KOTA TANJUNGBALAI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TANJUNGBALAI, 

 

Menimbang :  a.  bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota 
Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu 
ditindaklanjuti dengan penyusunan Kedudukan, Susunan 
Organisasi,  Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Kota Tanjungbalai; 
 

b. bahwa uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

huruf a adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan 
meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota 

Tanjungbalai; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota; 

 
 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 1092); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia      Nomor 5234); 

 
Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Tanjungbalai Kode Pos 21362 Sumatera Utara 

Telp. (0623) 92100, Fax (0623) 93791 



 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5601); 

 

   6.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang 
perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan 
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3763); 

 
    7. Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5887); 

 
   8. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.  

 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI. 

 
 

 
 
 

 
 



 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan  : 
1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai; 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah; 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai; 
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Tanjungbalai; 
5. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, 
sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis 
daerah, kecamatan dan kelurahan; 

6. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai 
disingkat Setdakota; 

7. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai; 
8. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai yang 

berada langsung dibawah Sekretaris Daerah; 

9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai yang 
berada langsung dibawah Asisten; 

10. Rincian tugas adalah pembagian tugas pada setiap perangkat daerah yang 
menjadi kewajiban setiap perangkat daerah untuk dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

11. Fungsi adalah kelompok usaha yang satu sama lainnya mempunyai 
hubungan yang erat dalam melaksanakan tugas. 

 

 
BAB  II 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
 

Paragraf Pertama 

SEKRETARIS DAERAH 
 

Pasal 2 
(1) Sekretaris Daerah Kota mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, 

Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif 
kepada seluruh perangkat daerah kota. 

 

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris 
Daerah  Kota mempunyai fungsi : 

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota; 
b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 
c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana 

pemerintah kota; 
d. Pengoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 
e. Pemberian masukan kepada Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya; 



 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 
g. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 

fungsinya kepada Kepala Daerah sesuai standar yang ditetapkan. 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  Sekretaris Daerah Kota dibantu oleh : 
a. Asisten pemerintahan; 

b. Asisten ekonomi, pembangunan dan sosial; 
c. Asisten administrasi. 
 

 
Paragraf Kedua 

ASISTEN  PEMERINTAHAN 

 
Pasal 3 

(1) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah Kota 
dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, hukum, organisasi 

dan ketatalaksanaan.  
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 
Pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, ketentuan standar pembinaan 

dan pemberdayaan pemerintahan, otonomi daerah, organisasi dan 
ketatalaksanaan; 

b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan perumusan peraturan 

daerah, penyelenggaraan bantuan hukum serta dokumentasi peraturan 
perundang-undangan; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas : 
1. Sekretariat DPRD; 
2. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil; 

3. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
4. Dinas perhubungan; 

5. Dinas komunikasi dan informatika 
6. Badan kesatuan bangsa dan politik; 
7. Satuan polisi pamong praja; 

8. Kecamatan se Kota Tanjungbalai; 
9. Kelurahan se Kota Tanjungbalai; 
10. Badan/instansi vertikal terkait 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; 

e. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan. 

 

 
 



 

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  Asisten Pemerintahan dibantu oleh : 
a. Bagian tata pemerintahan dan otonomi daerah; 

b. Bagian hukum dan HAM; 
c. Bagian organisasi dan tatalaksana. 
 

 
Paragraf Ketiga 

KEPALA BAGIAN  PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 
 

Pasal 4 

(1) Bagian  Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan 

pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang administrasi 
pemerintahan umum, otonomi daerah, serta Administrasi pemerintahan 

kecamatan dan kelurahan.  
 

(2) Untuk melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian  

Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi 

pemerintahan umum; 
b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan umum, otonomi 

daerah, dan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; 
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di bidang administrasi pemerintahan umum; 

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan 
serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan umum; 

dan; 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh asisten;  

 

 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  Kepala Bagian Pemerintahan dibantu oleh : 
a. Kepala sub bagian Administasi Pemerintahan Umum; 
b. Kepala sub bagian Otonomi Daerah; 

c. Kepala sub bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. 
 

Pasal 5 

Kepala Sub Bagian Administasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:  
a. Penyusunan  Rencana Kerja  Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub 

Bagian 
b. Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan jadwal rapat koordinasi 
secara berkala dengan instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah 



 

d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penataan batas daerah 

antar Provinsi dan Kabupaten/Kota 
e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan nama-nama 

geografi dan rupabumi 
f. Pelaksanaan Fasilitasi  dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di 

bidang tata pemerintahan, pembentukan, penggabungan,  pemekaran        

dan perubahan nama wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan 

g. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode 

dan data wilayah administrasi pemerintahan 

h. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan 

koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, 

supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, 

toponimi/ rupabumi dan pertanahan 

i. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan di bidang 

pertanahan 

j. Menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 

(Forkompimda) 

k. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan tata usaha bagian 

l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan 

laporan kinerja di lingkungan Bagian; dan 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

 

Pasal 6 

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan  Rencana Kerja  Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub 

Bagian 
b. Pelaksanaan penyiapan koordinasi dan pembinaan di bidang administrasi 

kepala daerah dan anggota DPRD 

c. Penyiapan bahan pedoman pelaksanaan penyusunan administrasi  dan 
anggota DPRD 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, di bidang administrasi 
Pemerintahan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta  anggota 
DPRD 

e. Menyiapkan bahan analisis data serta bahan administrasi pemilihan 
Kepala Daerah dan Anggota DPRD 

f. Menyiapkan bahan administrasi, usulan pengangkatan dan 

pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Menteri 
Dalam Negeri 

g. Menyiapkan bahan administrasi usulan pengangkatan dan 
pemberhentian anggota/ pimpinan DPRD serta Pergantian Antar Waktu 
(PAW) kepada Gubernur 

h. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan evaluasi dan penyusunan 
laporan pelaksanaan di bidang kerjasama  dan pengembangan otonomi 

daerah 



 

i. Menyiapkan bahan analisis data, dan perumusan kebijakan dalam 

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

 
Pasal 7 

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai 

fungsi : 
a. Penyusunan  Rencana Kerja  Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub 

Bagian 
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Kapasitas Kelembagaan 

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 

c. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sosialisasi serta pembinaan aparatur 
dan Administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan 

d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia aparatur 

pemerintahan kecamatan dan kelurahan 
e. Menyiapkan bahan pedoman, pembinaan pengelolaan kelembagaan, 

pendapatan, kekayaan kelurahan, aparatur pemerintahan kelurahan 
serta pengembangan kapasitas dan administrasi pemerintahan 
kecamatan dan kelurahan 

f. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, analisis data dan 
pembinaan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan 

g. Menyiapkan bahan pedoman peningkatan kapasitas penyelenggaraan 
pemerintahan kecamatan dan kelurahan 

h. Menyiapkan bahan analisis data, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, 

pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan kecamatan dan 
kelurahan 

i. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi 

pemerintahan kecamatan dan kelurahan 
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan dan kelurahan; dan 
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

 
Paragraf  Keempat 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
 

Pasal 8 

(1) Kepala Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyiapkan dokumen 
perundang-undangan dan hukum, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, 
perumusan serta eksaminasi produk hukum daerah, memberikan bantuan 

hukum dan pembinaan terhadap PPNS, perlindungan dan pembinaan hak 
azasi manusia serta mempublikasikan dan mendokumentasikan produk 

hukum daerah serta penyuluhan hukum. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bagian Hukum dan HAM mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan kajian perundang-undangan perumusan produk hukum 

daerah, eksaminasi (menelaah), legalisasi, publikasi, sosialisasi peraturan 



 

perundang-undangan, dokumentasi produk hukum serta penyiapan 

petunjuk teknis serta pemberian bantuan hukum; 
b. Penyusunan konsep kebijakan dan petunjuk teknis pengendalian 

pelaksanaan kebijakan dalam bidang hukum/peraturan perundang-
undangan, penyuluhan hukum, perlindungan dan pembinaan hak azasi 
manusia (ham) dan  pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns); 

c. Pengoordinasian terhadap skpd yang terkait dalam penyusunan 
peraturan daerah; 

d. Penetapan produk-produk hukum daerah dan pengujian terhadap 
produk-produk hukum daerah sesuai ketentuan dan standar yang 
ditetapkan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah kota dan 
asisten pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsinya; 

f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 

fungsinya kepada sekretaris daerah kota melalui asisten pemerintahan 
sesuai standar yang ditetapkan. 

 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  Kepala Bagian Hukum dan HAM dibantu oleh : 

a. Kepala sub bagian peraturan perundang-undangan dan HAM; 
b. Kepala sub bagian bantuan hukum dan pembinaan PPNS; 

c. Kepala sub bagian penyuluhan dan dokumentasi hukum. 
 
 

Pasal  9 
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM mempunyai 
tugas: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik 
pembuatan produk hukum perlindungan dan pembinaan hak azasi 

manusia; 
b. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai 

pedoman teknis pembuatan rancangan peraturan daerah, peraturan 

kepala daerah, keputusan dan instruksi kepala daerah; 
c. Menyiapkan bahan lainnya usulan dan rancangan peraturan daerah 

bersama perangkat daerah kota terkait; 
d. Menyampaikan draft rancangan peraturan daerah ke lembaga legislatif; 
e. Mengeksaminasi produk hukum yang akan ditandatangani walikota; 

f. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta 
informasi yang berhubungan dengan hak azasi manusia;  

g. Melakukan sinkronisasi  berbagai produk hukum dengan hak-hak azasi 

manusia; 
h. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hak azasi 

manusia dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
i. Menyusun program kerja tahunan dan laporan hasil program kerja 

bagian hukum; 

j. Menyiapkan rancangan produk hukum daerah yang terdiri dari peraturan 
daerah, keputusan walikota, keputusan bersama dan instruksi walikota; 



 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hukum dan 

HAM sesuai dengan tugasnya; 
l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada kepala  bagian hukum dan HAM sesuai standar yang ditetapkan. 
 
 

Pasal 10 
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan  Pembinaan PPNS mempunyai 

tugas : 
a. Mengumpulkan bahan dan data guna penyelesaian masalah hukum dan 

pelayanan bantuan hukum; 

b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dan 
menyiapkan bahan petunjuk penyelesaiannya; 

c. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada perangkat daerah 

maupun perangkat kelurahan; 
d. Menghimpun data dalam rangka konsultasi dengan instansi lain guna 

penyelesaian sengketa tata usaha negara yang menyangkut tugas-tugas 
pemerintah kota; 

e. Mengumpul data dan keterangan untuk diolah dalam rangka 

penyelesaian/ pembelaan perkara di pengadilan; 
f. Memberikan bantuan hukum didalam maupun diluar pengadilan kepada 

pegawai pemerintah kota yang tersangkut perkara kedinasan; 
g. Menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili pemerintah kota atau 

pegawai di lingkungan pemerintah kota dalam penanganan dan 

penyelesaian perkara; 
h. Mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan 

mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada pemerintah kota dan 

pegawai dalam lingkungan pemerintah kota yang tersangkut perkara 
dalam kedinasan; 

i. Melakukan koordinasi penanganan penyelesaian perkara dengan 
pengacara praktek/advokad; 

j. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan ppns 

pemerintah kota tanjungbalai; 
k. Memotivasi ppns pemerintah kota tanjungbalai agar meningkatkan 

pengetahuan hukum dan tata cara berperkara di pengadilan; 
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hukum dan 

HAM sesuai dengan tugasnya; 

m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada kepala  bagian hukum dan HAM sesuai standar yang ditetapkan. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

Pasal 11 

Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum mempunyai 
tugas : 

a. Melakukan dokumentasi dan publikasi produk hukum, menyiapkan 
penerbitan Lembaran Daerah, Berita Daerah, mengatur penyebaran 
dokumentasi hukum; 

b. Menghimpun permasalahan hukum dengan cara mengklasifikasikan 
permasalahan untuk tujuan inventarisasi produk-produk hukum; 

c. Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan untuk diteliti dalam 
rangka kodifikasi Peraturan Daerah; 

d. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat; 

e. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan untuk didistribusikan 
kepada perangkat daerah agar diketahui dan dilaksanakan; 

f. Mempublikasikan dan menyebarluaskan produk-produk hukum kepada 

setiap unit kerja, perangkat daerah dan masyarakat; 
g. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan Bagian Hukum dan HAM; 

h. Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan 

HAM sesuai dengan tugasnya; 

j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada Kepala  Bagian Hukum dan HAM sesuai standar yang ditetapkan. 

 
 

Paragraf Kelima 

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

Pasal 12 

(1) Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan 
pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan perumusan kelembagaan, 

analisa dan formasi jabatan, tatalaksana, kepegawaian sekretariat, 
pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik  serta pembinaan 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.  

 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan konsep penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan 

dan standar penataan dan pengembangan kapasitas Kelembagaan dan  

Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan analisis jabatan serta 
peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kota dan bantuan 
pembinaan; 

b. Pelaksanaan penataan dan pengembangan kapasitas Kelembagaan, 
Ketatalaksanaan, jabatan struktural, jabatan fungsional, manajemen 

Pemerintah dan evaluasi Akuntabilitas Perangkat Daerah, sesuai 
ketentuan dan standar yang ditetapkan; 

c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan 

pengendalian penerapan kebijakan, ketentuan dan standar penataan dan 
pengembangan kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis 



 

Jabatan, manajemen Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; 
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian bagi PNS yang 

bertugas di lingkungan Sekretariat Daerah Kota; 
e. Pelaksanaan evaluasi atas pelayanan publik yang dilakukan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar/peraturan yang ada ; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota dan 
Asisten Pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsinya; 

g. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Sekretaris Daerah Kota melalui Asisten Pemerintahan 
sesuai standar yang ditetapkan. 

 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana dibantu oleh : 

a. Kepala sub bagian kelembagaan/data; 
b. Kepala sub bagian ketatalaksanaan dan analisa formasi jabatan; 

c. Kepala sub bagian kepegawaian. 
 
 

Pasal 13 
Kepala Sub Bagian Kelembagaan / Data mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota; 

b. Menghimpun, mempelajari Peraturan Perundang-undangan, pedoman 

dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 
dengan kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. Mengumpulkan data/informasi dan permasalahan yang berhubungan 

dengan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota; 
d. Mempersiapkan bahan perumusan pengkajian kelembagaan di 

lingkungan Pemerintah Kota; 
e. Menyusun dan mengevaluasi uraian tugas dan fungsi satuan kerja 

perangkat daerah; 

f. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan dan evaluasi 
susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan di lingkungan 

Pemerintah Kota; 
g. Membuat konsep rumusan/perubahan susunan organisasi dan tata kerja 

kelembagaan sesuai dengan volume kerja; 

h. Menyusun Rencara Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 
Sekretariat Daerah; 

i. Menghimpun dan menyusun LAKIP Pemerintah Kota dan LAKIP 

Sekretariat Daerah Kota; 
j. Menyusun penetapan kinerja Pemerintah Kota; 

k. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi 

dan Tatalaksana sesuai dengan tugasnya; 



 

m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada Kepala  Bagian Organisasi dan Tatalaksana sesuai standar yang 
ditetapkan. 

 
Pasal  14 

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Formasi Jabatan 

mempunyai tugas:  
a. Menyempurnakan, menyusun dan melaksanakan penerapan standarisasi, 

sarana administrasi, prosedur kerja, sistem kerja, pelayanan publik serta 
analisa jabatan struktural; 

b. Melaksanakan analisa dan evaluasi sarana administrasi, sarana kerja, 

sistem kerja, pelayanan aparatur untuk penyusunan rekomendasi 
pengembangan kapasitas ketatalaksanaan perangkat daerah; 

c. Melaksanakan analisa dan evaluasi persyaratan jabatan, persyaratan 

personil, pelatihan yang dibutuhkan dan penjenjangan jabatan; 
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan publik; 

e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan publik skpd; 
f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas 

ketatalaksanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan standar 

yang ditetapkan; 
g. Menyiapkan bahan/data untuk pelaksanaan pembinaan, koordinasi, 

sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian penerapan kebijakan, 
ketentuan dan standar jabatan fungsional sesuai ketentuan dan standar 
yang ditetapkan; 

h. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
dan pedoman kerja serta bahan-bahan lainnya dibidang tata kerja, 
prosedur kerja dan metode kerja; 

i. Mengeksaminasi keputusan, instruksi yang akan ditanda tangani oleh 
kepala daerah dari segi tata naskah; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian organisasi 
dan tatalaksana sesuai dengan tugasnya; 

k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada kepala  bagian organisasi dan tatalaksana sesuai standar yang 
ditetapkan. 

 
Pasal 15 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, petunjuk 
pembinaan, pengembangan kepegawaian dan tata usaha kepegawaian di 
lingkungan Sekretariat Daerah Kota; 

b. Menghimpun, mempelajari Peraturan Perundang-undangan, pedoman 
dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Kepegawaian; 
c. Menyusun petunjuk operasional pelaksanaan ketentuan yang berkaitan/ 

menyangkut kepegawaian; 

d. Mempersiapkan berkas pengusulan kenaikan pangkat PNS yang bertugas 
di lingkungan Sekretariat Daerah Kota; 



 

e. Mempersiapkan kenaikan gaji berkala PNS yang bertugas di lingkungan 

Sekretariat Daerah Kota; 
f. Mempersiapkan usul cuti pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota; 

g. Mempersiapkan usul perpindahan pegawai di lingkungan Sekretariat 
Daerah Kota. 

h. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan Sekretariat 

Daerah Kota; 
i. Menyusun berkas PNS yang akan memasuki masa pensiun di lingkungan 

Sekretariat Daerah Kota; 
j. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan 

Sekretariat Daerah yang melanggar disiplin sesuai dengan Peraturan 

Kepegawaian yang berlaku; 
k. Mempersiapkan daftar hadir pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah 

Kota; 

l. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisa Pengawasan Melekat        
(P-3 Waskat); 

m. Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan Pengawasan Melekat          
(P-3 Waskat); 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi 

dan Tatalaksana sesuai dengan tugasnya; 
o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada Kepala  Bagian Organisasi dan Tatalaksana sesuai standar yang 
ditetapkan. 

 

 
Paragraf Keenam 

ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL 

 
Pasal 16 

(1) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas membantu 
Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah 
yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi daerah, pengendalian 

pembangunan daerah serta  peningkatan kesejahteraan sosial. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 
Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi, 

pengendalian pembangunan dan kesejahteraan sosial; 
b. Pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang 

ekonomi, pengendalian pembangunan dan kesejahteraan sosial; 
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas : 

1. Dinas  perdagangan dan perindustrian; 
2. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; 
3. Dinas pangan dan pertanian ; 

4. Dinas perikanan; 
5. Dinas sosial; 
6. Dinas koperasi,usaha kecil dan menengah; 



 

7. Dinas kesehatan; 

8. Dinas pendidikan;  
9. Dinas pemuda, olahraga  dan pariwisata; 

10. Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
11. Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

pemberdayaan masyarakat kelurahan  

12. Dinas lingkungan hidup; 
13. Badan/instansi vertikal terkait.  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah kota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; 

e. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 

fungsinya kepada sekretaris daerah kota sesuai standar yang ditetapkan. 
 

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial dibantu oleh : 
a. Bagian perekonomian; 

b. Bagian pembangunan; 
c. Bagian kesejahteraan sosial. 

 

 
Paragraf Ketujuh 

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN 
 

Pasal 17 

(1) Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan 
petunjuk teknis serta pelaksanaan peningkatan ekonomi, energi dan sumber 
daya mineral  meliputi pengembangan dan peningkatan potensi daerah, 

pengembangan usaha ekonomi serta produksi pangan dan agribisnis. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan koordinasi untuk penyempurnaan dan penyusunan 

kebijakan, pengembangan dan peningkatan potensi daerah, 
pengembangan usaha ekonomi serta produksi pangan dan agribisnis;  

b. Pelaksanaan koordinasi, kerja sama, sosialisasi, evaluasi dan 
pengendalian dalam penerapan kebijakan bidang ekonomi, energi dan 
sumber daya mineral;  

c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin tempat 
usaha, izin usaha pertambangan bahan galian golongan c, izin 
penangkaran sarang burung walet dan izin tempat penjulan minuman 

beralkohol;  
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah kota dan 

asisten ekonomi, pembangunan dan sosial sesuai bidang tugas dan 
fungsinya; 

e. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 

fungsinya kepada sekretaris daerah kota melalui asisten ekonomi, 
pembangunan dan sosial sesuai standar yang ditetapkan. 

 



 

(3) untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  kepala bagian perekonomian dibantu oleh : 
a. Kepala sub bagian pengembangan dan peningkatan potensi daerah; 

b. Kepala sub bagian pengembangan usaha ekonomi; 
c. Kepala sub bagian produksi pangan dan agribisnis. 

 

 
Pasal 18 

Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Peningkatan Potensi Daerah 
mempunyai tugas : 
a. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pengembangan dan peningkatan potensi daerah; 
b. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang 

berkaitan dengan peningkatan potensi daerah;  

c. Menginventarisasi permasalahan dan langkah pemecahannya serta 
memberikan saran dalam rangka pengembangan dan peningkatan potensi 

daerah; 
d. Menyusun program kerja tahunan dan laporan hasil kerja bagian 

perekonomian; 

e. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pameran potensi daerah; 
f. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka pembinaan 

terhadap perusahaan / badan usaha milik daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian 

perekonomian sesuai dengan tugasnya; 
h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada kepala  bagian perekonomian sesuai standar yang ditetapkan. 

 
Pasal 19 

Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas : 
a. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pengembangan usaha ekonomi; 

b. Mempersiapkan rekomendasi terhadap permohonan izin tempat usaha,  
pertambangan bahan galian golongan c, izin penangkaran sarang burung 

walet dan izin tempat penjualan minimum beralkohol yang disampaikan 
kepada kantor pelayanan perizinan terpadu; 

c. Mengumpulkan data dan penyusunan program pengembangan usaha 

ekonomi; 
d. Memonitor atau mengumpulkan serta membuat laporan atas 

perkembangan 9 bahan pokok; 

e. Menyusun daftar harga barang yang berlaku untuk 1 (satu) tahun 
anggaran; 

f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan 
pengembangan usaha ekonomi; 

g. Menginventarisasi data tentang usaha-usaha bidang pertanian, 

peternakan, perikanan, perkebunan, koperasi, transportasi, energi dan 
sumber daya mineral; 



 

h. Mempersiapkan pedoman penyelenggaraan lalu lintas barang dan jasa 

dibidang industri dan perdagangan; 
i. Memonitor usaha industri yang berkaitan dengan keamanan, 

keselamatan umum, keamanan lingkungan dan penanaman modal; 
j. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis eksport dan import hasil 

produksi dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian 

perekonomian sesuai dengan tugasnya; 
l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada kepala  bagian perekonomian sesuai standar yang ditetapkan. 

 
 

Pasal 20 

Kepala Sub Bagian Produksi Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas : 
a. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

peningkatan produksi pangan dan agribisnis; 
b. Mengadakan koordinasi peningkatan produksi pangan dan agribisnis;  
c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dibidang pangan dan 

agribisnis;  
d. Melaksanakan penyaluran beras miskin terhadap keluarga pra sejahtera; 

e. Memonitor peningkatan produksi pangan dan agribisnis; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian 

perekonomian sesuai dengan tugasnya; 

g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada kepala  bagian perekonomian sesuai standar yang ditetapkan. 

 

 
Paragraf  Kedelapan 

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN 
 

Pasal 21 

(1) Kepala Bagian Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan 
petunjuk teknis serta pelaksanaan pengelolaan administrasi penyusunan 

program pembangunan, pengendalian pembangunan dan pelaporan. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bagian Pembangunan mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

kegiatan pembangunan daerah; 

b. Pembinaan administrasi program bantuan pembangunan bersumber dari 
apbn, apbd provinsi dan bantuan pihak ketiga; 

c. Penyusunan konsep pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; 
d. Penyusunan berita acara  serah terima pelaksanaan kegiatan dari satuan 

kerja perangkat daerah kepada walikota; 

e. Pengoordinasian pelaksanaan pelelangan/tender; 
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan;  
g. Penyusunan satuan analisa belanja  (sab) dan standar biaya (sb); 



 

h. Penyelenggaraan proses penetapan dan pengangkatan pejabat pelaksana 

teknis kegiatan, bendahara sesuai ketentuan dan standar yang 
ditetapkan; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah kota dan 
asisten ekonomi, pembangunan dan sosial sesuai bidang tugas dan 
fungsinya; 

j. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada sekretaris daerah kota melalui asisten ekonomi, 

pembangunan dan sosial sesuai standar yang ditetapkan. 
 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  Kepala Bagian Pembangunan dibantu oleh : 
a. Kepala sub bagian administrasi penyusunan program; 
b. Kepala sub bagian pengendalian; 

c. Kepala sub bagian pelaporan. 
 

Pasal 22 
Kepala Sub Bagian Administrasi Penyusunan Program mempunyai      
tugas : 

a. Menyusun konsep kebijakan  pembangunan daerah; 
b. Melaksanakan penyusunan rencana program pembangunan 

berkoordinasi dengan bappeda; 
c. Menyusun program kerja tahunan; 
d. Memproses usulan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan 

bendahara; 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian 

pembangunan sesuai dengan tugasnya; 

f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada kepala  bagian pembangunan sesuai standar yang ditetapkan. 

 
Pasal 23 

Kepala Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas : 

a. Menyusun petunjuk teknis pengendalian pembangunan baik fisik dan 
non fisik; 

b. Menyusun kebijakan insedentil walikota; 
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

pembangunan daerah; 

d. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

e. Menyiapkan dan melaporkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pembinaan dan pengendalian pembangunan yang dibiayai dari 
dana apbd; 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian 
pembangunan sesuai dengan tugasnya; 

g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada kepala  bagian pembangunan sesuai standar yang ditetapkan. 
 
 



 

Pasal 24 

Kepala Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas : 
a. Mengumpulkan dan mengolah  laporan fisik dan keuangan perbulan; 

b. Mempersiapkan surat teguran kepada satuan kerja perangkat daerah 
yang tidak membuat laporan fisik dan keuangan secara tepat waktu; 

c. Mengevaluasi serta mengolah data pelaksanaan pembangunan daerah; 

d. Menyajikan dan mendokumentasikan bahan/data hasil pelaksanaan 
proyek-proyek pembangunan; 

e. Menyiapkan dan menyusun standar satuan harga; 
f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan 

pertanggungjawaban kepala daerah secara berkala maupun memori akhir 

masa jabatan yang berkaitan dengan bidang pembangunan; 
g. Melaporkan realisasi dan aktivitas pengadaan pemerintah kota 

tanjungbalai ke kepala bagian pembangunan; 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian 
pembangunan sesuai dengan tugasnya; 

i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada kepala  bagian pembangunan sesuai standar yang ditetapkan. 

 

 
Paragraf  Kesembilan 

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 

Pasal 25 

(1) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan pedoman 
dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pembinaan dibidang Pelayanan 
Sosial, Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. 

 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan petunjuk teknis tentang pembinaan kesejahteraan sosial; 
b. Pelaksanaan koordinasi dalam  rangka pelayanan sosial kepada 

masyarakat;  
c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan beragama, pendidikan dan 

kebudayaan, pemuda dan olahraga; 
d. Pelaksanaan proses pemberian bantuan sosial untuk kegiatan kehidupan 

beragama, pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan 

masyarakat dan pelayanan sosial sesuai ketentuan dan peraturan yang 
berlaku; 

e. Pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan kegiatan peringatan hari-

hari besar nasional, hari bersejarah dan hari besar keagamaan; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah kota dan 

asisten ekonomi, pembangunan dan sosial sesuai bidang tugas dan 
fungsinya; 

g. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 

fungsinya kepada Sekretaris Daerah Kota melalui Asisten Ekonomi, 
Pembangunan Dan Sosial sesuai standar yang ditetapkan. 

 



 

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dibantu oleh : 
a. Kepala sub bagian pelayanan sosial; 

b. Kepala sub bagian agama dan pendidikan; 
c. Kepala sub bagian pemuda, olahraga dan kebudayaan. 

 

Pasal 26 
Kepala Sub Bagian Pelayanan Sosial mempunyai tugas : 

a. Menyusun program bantuan sosial; 
b. Mengumpulkan informasi dan data yang berhubungan dengan kegiatan 

pelayanan sosial; 

c. Melaksanakan koordinasi pelayanan dan bantuan sosial kepada 
masyarakat kurang mampu; 

d. Melaksanakan koordinasi untuk penanganan orang terlantar, tuna 

wisma, gelandangan, pengemis, pecandu narkoba, wanita tuna susila, 
penyandang cacat, korban bencana alam dan masalah sosial lainnya; 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian 
kesejahteraan sosial sesuai dengan tugasnya; 

f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada kepala  bagian kesejahteraan sosial sesuai standar yang 
ditetapkan. 

 
Pasal 27 

Kepala Sub Bagian Agama dan Pendidikan mempunyai tugas : 

a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan, 
hari-hari besar nasional dan hari-hari besar bersejarah; 

b. Mempersiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan dakwah 

agama, mtq, urusan haji  serta kegiatan pembinaan keagamaan lainnya; 
c. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tekhnis 

pembinaan dan pengembangan sarana peribadatan dan pendidikan 
agama; 

d. Menginventarisasi dan memonitor perkembangan rumah-rumah ibadah 

dan kegiatan keagamaan serta kepercayaan terhadap tuhan yang maha 
esa; 

e. Memproses dan menyalurkan bantuan kepada rumah-rumah ibadah; 
f. Mempersiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk tekhnis pembinaan, 

pengembangan dibidang pendidikan yang meliputi pendidikan sekolah, 

luar sekolah dan pendidikan keagamaan serta pembinaan lembaga 
keagamaan; 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian 

kesejahteraan sosial sesuai dengan tugasnya; 
h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada kepala  bagian kesejahteraan sosial sesuai standar yang 
ditetapkan. 

 

 
 
 



 

Pasal 28 

Kepala Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai 
tugas: 

a. Menyusun kebijakan pengembangan dan koordinasi pembinaan 
kepemudaan, olahraga dan kebudayaan;  

b. Memonitor kegiatan pembinaan generasi muda, pramuka, karang taruna 

dan melaksanakan pengawasan sarana/prasarana dibidang keolahragaan 
dan kebudayaan; 

c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesenian daerah, peninggalan  
bersejarah, kepurbakalaan dan kebudayaan; 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian 

kesejahteraan sosial sesuai dengan tugasnya; 
e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada kepala  bagian kesejahteraan sosial sesuai standar yang 

ditetapkan. 
 

 
Paragraf Kesepuluh 

ASISTEN ADMINISTRASI 

 
Pasal 29 

(1)  Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah Kota 
dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah yang berhubungan 
dengan penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, keuangan, protokol, 

rumah tangga dan hubungan masyarakat.  
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 

Administrasi mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan daerah yang berhubungan dengan administrasi 

umum; 
b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan umum, 

perlengkapan, keuangan, protokol, rumah tangga, hubungan masyarakat; 

c. Pembinaan penyelenggaraan sumber daya aparatur; 
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas : 

1. Badan pengelola keuangan, pendapatan  dan asset daerah; 
2. Dinas ketenagakerjaan; 
3. Inspektorat; 

4. Badan perencanaan pembangunan daerah; 
5. Badan kepegawaian daerah; 
6. Dinas perpustakaan dan kearsipan; 

7. Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 
8. Badan/instansi vertikal terkait.  

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah kota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; 

f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 

fungsinya kepada sekretaris daerah kota sesuai standar yang ditetapkan. 
 
 



 

 

 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  asisten administrasi dibantu oleh : 
a. Bagian umum; 
b. Bagian hubungan masyarakat dan protokol; 

c. Bagian pengadaan barang dan jasa. 
 

 
Paragraf Kesebelas 

KEPALA BAGIAN UMUM  

 
Pasal 30 

(1) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk 

teknis dan pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan keuangan. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bagian Umum mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, 

ketentuan dan standar urusan umum, perlengkapan dan keuangan; 
b. Penyelenggaraan ketatausahaan; 

c. Penyelenggaraan urusan umum; 
d. Melaksanakan analisis kebutuhan pengadaan dan 

perawatan/pemeliharaan barang; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah kota dan 
asisten administrasi sesuai bidang tugas dan fungsinya; 

f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 

fungsinya kepada sekretaris daerah kota melalui asisten administrasi 
sesuai standar yang ditetapkan. 

 
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) pasal ini,  Kepala Bagian Umum dibantu oleh : 

a. Kepala sub bagian tata usaha dan umum; 
b. Kepala sub bagian perlengkapan dan rumah tangga; 

c. Kepala sub bagian keuangan. 
 
 

Pasal 31 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan (menerima, menyeleksi surat 

masuk, mencatat, menomori surat masuk/keluar, menstempel dan 
mendisrtibusikan surat-surat dinas); 

b. Mengurus kebersihan lingkungan kantor walikota; 
c. Memungut retribusi atas pemakaian gedung wanita, gedung serba guna, 

lapangan sultan abdul jalil rahmadsyah, stadion asahan sakti serta 

kenderaan dinas yang telah diperdakan; 
d. Mempersiapkan fasilitas kamar kerja walikota, wakil walikota, sekretaris 

daerah kota dan asisten; 



 

e. Melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (atk), barang cetakan, 

fotocopy, alat-alat dekorasi, alat-alat kebersihan, pembayaran rekening 
listrik, air, telepon, asuransi dan pbb; 

f. Mengatur dan merawat penggunaan alat-alat studio; 
g. Menyusun rencana kerja anggaran dan program kerja subbagian; 
h. Menyiapkan bahan rapat kepala bagian 

i. Menyiapkan bahan administrasi sekretaris daerah, asisten, staf ahli 
walikota tanjungbalai. 

j. Menyiapkan bahan-bahan kebutuhan walikota, wakil walikota, sekretaris 
daerah, asisten dan staf ahli.  

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum sesuai 

bidang tugasnya; 
l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 

kepada kepala bagian umum  sesuai standar yang ditetapkan. 

 
 

Pasal 32 
Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas : 
a. Menyusun  kebutuhan perbekalan dan pengelolaan barang; 

b. Melaksanakan pengadaan tanah dan barang (barang elektronik, 
kenderaan dinas, mobiler dan alat-alat kantor);  

c. Menerima, meneliti dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan 
barang serta rencana tahunan pemeliharaan barang; 

d. Melaksanakan pengaturan pemakaian kenderaan dinas roda empat dan 

roda enam serta pengadaan bbm; 
e. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kenderaan dinas, 

alat-alat elektronik, instalasi, alat-alat kantor; 

f. Pengadaan pakaian dinas pegawai di lingkungan pemerintah kota; 
g. Mengajukan pengusulan perpanjangan surat tanda nomor kenderaan 

(stnk); 
h. Mengurus surat-surat kenderaan dinas;  
i. Membuat nomor pemesanan surat perintah kerja pengadaan, perawatan 

dan pemeliharaan barang; 
j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan rumah tangga walikota, 

wakil walikota, sekretaris daerah kota; 
k. Menyiapkan bahan pengelolaan kendaraan dinas walikota, wakil walikota, 

sekretaris daerah dan kendaraan yang ada di sekretariat daerah; 

l. Melaksanakan pemeliharaan taman, rumah jabatan/dinas walikota, wakil 
walikota, sekretaris daerah dan kantor walikota; 

m. Menyiapkan bahan kebutuhan ruang kerja walikota, wakil walikota, 

sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan sekretariat daerah; 
n. Mengumpulkan data dan menyusun kebutuhan perlengkapan dan 

perbaikan rumah dinas walikota, pendopo,musholla, wakil walikota dan 
sekretaris daerah. 

o. Melaksanakan dan mengawasi kebersihan rumah dinas walikota dan 

pendopo,musholla,wakil walikota dan sekretaris daerah; 



 

p. Melaksanakan urusan kebersihan Mess Pemko dan merawat, memelihara 

Mess, dan kebutuhan  barang, pemeliharaan, dan membayar rekening 
listrik, air, telepon (internet), PBB, Asuransi dan Gas. 

q. Menyiapkan konsumsi dalam rangka penyelenggaraan rapat, pertemuan, 
pelantikan, acara kenegaraan dan Upacara Hari Besar. 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum. 

s. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada Kepala Bagian Umum sesuai standar yang ditetapkan. 

 
Pasal 33 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menyusun Rencana Kerja Aggaran (RKA) dan program kerja Sub Bagian; 
b. Melaksanakan pengelolaan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan; 
c. Meyusun dan mengelola administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat 

Daerah; 
d. Menyiapkan bahan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat 

Daerah meliputi gaji pegawai, keuangan, serta hak- hak keuangan 
lainnya dilingkungan Sekretariat Daerah; 

e. Menyiapkan bahan penelitian pembayaran biaya perjalan dinas; 

f. Melaksanakan penelitian usulan permintaan biaya perjalanan dinas; 
g. Melaksanakan pembayaran gaji, upah dan tunjangan pegawai; 

h. Mengumpulkan bahan pelaporan pertanggung jawaban pembayaran gaji, 
keuangan dan perjalan dinas; 

i.    Mengumpulkan program/ kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana 

anggaran dan perubahan anggaran pada bagian; 
j.    Menyiapkan pelaksanaan pembelian/ pengadaan Alat Tulis Kantor, 

barang cetakan, untuk kebutuhan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf 

Ahli serta bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; 
k. Menyiapkan pelaksanan penelitian dan pembayaran belanja Alat Tulis 

Kantor untuk kebutuhan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli serta 
bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; 

l.    Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban belanja Alat Tulis 

Kantor dan barang cetakan untuk kebutuhan Sekretaris Daerah, Asisten 
dan Staf Ahli serta bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; 

m. Menerima, mencatat, dan meneliti  kebenaran SPP; 
n. Menyiapakan bahan penerbitan SPM; 
o. Mengerjakan pembukuan buku register SPM Giro; 

p. Menyiapakan pengujian bukti belanja yang asli dan sah; 
q. Menyiapkan pencatatan transaksi SPM Giro dalam buku jurnal 

pengeluaran Kas; 

r. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan realisasi belanja 
secara berkala; 

s. Menghimpun dan mencatat SPJ pengeluaran Kas; 
t. Mencatat, menyetor dan melaporkan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran pajak; 

 
 



 

u. Menyiapkan perhitungan realisasi belanja dan laporan keuangan akhir 

tahun anggaran; 
v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai 

bidang tugasnya; 
w. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas 

Kepala Bagian Umum sesuai standar yang telah di tetapkan. 

 
Paragraf Keduabelas 

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 
 

Pasal 34 

(1) Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan  
penyelenggaraan kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan 
keprotokolan  dan penyelenggaraan tata usaha pimpinan. 

. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan 

hubungan masyarakat, hubungan antar pemerintah daerah, organisasi 

masyarakat; 
b. Penyiapan bahan-bahan yang akan diinformasikan kepada masyarakat; 

c. Penyampaian informasi kegiatan pemerintah kota; 
d. Pemberian keterangan resmi / konferensi pers atas persetujuan atasan; 
e. Pelaksanaan kunjungan lapangan bersama walikota; 

f. Pengaturan protokoler dan mempersiapkan upacara dan acara yang 
dilaksanakan pemerintah kota; 

g. Penyiapan acara dan jadwal perjalanan walikota/wakil walikota; 

h. Penyiapan surat perintah perjalanan dinas (sppd) dan surat perintah; 
i. Pengaturan pertemuan tamu daerah (lokal, provinsi dan luar provinsi), 

tamu negara dan tamu perwakilan negara sahabat serta menyiapkan 
cendera mata/souvenir;  

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah dan asisten 

administrasi sesuai bidang tugasnya; 
k. Pelaporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada 

sekretaris daerah melalui asisten administrasi sesuai standar yang 
ditetapkan. 

 

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) pasal ini,  Kepala Bagian Humas dan Protokol dibantu oleh : 
a. Kepala sub bagian humas; 

b. Kepala sub bagian protokol; 
c. Kepala sub bagian acara. 

 
 
 

 
 
 



 

Pasal 35 

Kepala Sub Bagian Humas mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan berita media cetak (kliping); 

b. Membina insan pers di lingkungan kantor Walikota; 
c. Menyiapkan bahan – bahan konferensi pers; 
d. Mengatur pertemuan insan pers dan Walikota; 

e. Melaksanakan pendistribusian surat kabar, majalah dan sejenisnya 
kepada Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota dan Asisten 

pemerintah Kota Tanjungbalai; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan 

Protokol sesuai dengan tugasnya; 

g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada Kepala Bagian Humas dan  Protokol sesuai standar yang 
ditetapkan. 

 
Pasal 36 

Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :  
a. Menyiapkan/mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan 

pada upacara/acara resmi maupun acara kenegaraan yang dilaksanakan 

Pemerintah Kota;   
b. Menyusun jadwal pertemuan dengan tamu-tamu dari dalam daerah, luar 

daerah dan luar negari; 
c. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Walikota, Wakil 

Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan 

perjalanan dinas;  
d. Mengatur akomodasi dan transportasi kunjungan tamu daerah/negara; 
e. Mempersiapkan surat perintah perjalanan dinas dan surat perintah 

Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Setdako, Staf Ahli, 
Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Staf Sekretariat Daerah Kota 

Tanjungbalai; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan 

Protokol sesuai bidang tugasnya; 

g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas 
kepada Kepala Bagian Humas dan  Protokol sesuai standar yang 

ditetapkan. 
 

Pasal 37 

 Kepala Sub Bagian Acara mempunyai tugas : 
a. Menyiapkan bahan keperluan yang berkaitan dengan perlengkapan dan 

kelengkapan acara/upacara, mengatur ruang dan tata tempat 

pelaksanaan rapat dinas serta resepsi pimpinan; 
b. Menyiapkan bahan koordinasi persiapan dan gladi lapangan acara 

kenegaraan/acara resmi; 
c. Menyiapkan bahan laporan pimpinan serta buku panduan acara baik 

secara kenegaraan maupun resmi; 

d. Meyiapkan koordinasi para ajudan pimpinan pemerintah Kota; 
e. Mempersiapkan pembawa acara (MC) pada acara resmi, formal maupun 

seremonial pemerintah; 



 

f. Menyiapkan tanda kenang-kenangan (souvenir); dan 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Humas dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.  

 
 

Paragraf Ketigabelas 

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 
 

Pasal 38 
(1) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas  menyiapkan 

perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan  tugas dan fungsi, 

pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan 
pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya, pengadaan barang dan 
jasa.  

 
(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Pengadaan barang dan 

Jasa mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan 

pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan 

jasa; 
b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, 
monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan 

penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi 
pengadaan barang dan jasa; 

d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program, 

monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Ayat (2) , 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dibantu oleh: 
a. Kepala sub bagian  pengadaan barang dan jasa; 

b. Kepala sub bagian LPSE; 
c. Kepala sub bagian pembinaan barang dan jasa. 

 

 
Pasal 39 

 

Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas: 
a. Memfasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Sub 

Bagian  Pengadaan Barang/ Jasa; 
b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian  Pengadaan Barang/ Jasa; 
c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian  

Pengadaan Barang/ Jasa; 
d. Memfasilitasi pembinaan Sub Bagian  Pengadaan Barang/ Jasa; 



 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi Sub Bagian  Pengadaan Barang/ 

Jasa; 
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
 

Pasal 40 
Kepala Sub Bagian LPSE  mempunyai tugas : 

a. Memfasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Sub 
Bagian LPSE; 

b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelelangan/tender; 

c. Menyelenggarakan administrasi pelelangan kegiatan pembangunan 
satuan kerja perangkat daerah; 

d. Merencanakan kegiatan Sub Bagian LPSE; 

e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian LPSE; 
f. Memfasilitasi pembinaan Sub Bagian LPSE; 

g. Melakukan monitoring dan evaluasi Sub Bagian LPSE; 
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
 

Pasal 41 
Kepala Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa mempunyai tugas: 

a. Memfasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Sub 

Bagian Pembinaan Barang dan Jasa; 
b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa; 
c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Pembinaan Barang dan Jasa; 
d. Memfasilitasi pembinaan Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa; 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi Sub Bagian Pembinaan Barang dan 
Jasa; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

 
BAB III 

TATA KERJA 

 
Pasal 42 

(1) Sekretaris Daerah Kota dalam melaksanakan tugasnya pada Sekretariat 

Daerah Kota bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dengan menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi serta dengan 

memberdayakan Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang ada 
dibawahnya. 

(2) Sekretaris Daerah Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatas 

mengadakan rapat koordinasi dan mengevaluasi tugas-tugas Asisten, Kepala 
Bagian dan Kepala Sub Bagian yang berada dibawahnya minimal satu kali 
dalam sebulan. 



 

 

(3) Asisten dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Daerah Kota dengan membina Kepala Bagian dibawahnya. 

(4) Kepala Bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Asisten dengan membina Kepala Sub Bagian dibawahnya. 

(5) Kepala Sub Bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Kepala Bagian masing-masing. 
(6) Masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam 

memberdayakan staf bawahannya mengadakan rapat kerja minimal dua kali 
dalam sebulan. 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 
kebijakan lebih lanjut. 

 

 
 

BAB  IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 43 
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh 

Walikota. 
(2) Peraturan ini akan dievaluasi minimal sekali dalam 2 (dua) tahun. 

 

 
 

BAB V 

KETENTUAN  PENUTUP 
 

Pasal 44 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

Ditetapkan di  Tanjungbalai 

pada tanggal 28 Desember 2016    
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pada tanggal  28 Desember 2016 
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